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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Adanya perkembangan teknologi  pada saat  ini ,  

membuat  terdapat  banyak perusahaan yang membuat  f i tur 

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi  Informasi 

(selanjutnya disebut  dengan LPBBTI)  baik yang sudah 

memil iki  izin dan legal,  maupun yang belum memili ki  izin 

atau i l legal .  Teknologi informasi saat  ini  menjadi pedang 

bermata dua karena selain memberikan kontribusi  bagi 

peningkatan kesejahteraan,  kemajuan dan peradaban 

manusia,  sekaligus juga menjadi  sarana efekti f  untuk 

ter jadinya perbuatan melawan hukum. 1 Perusahaan 

penyelenggara  peminjaman i l legal  menjadi  masalah karena 

kurangnya pengawasan sistemik dan penegakan hukum 

terhadap praktik -praktik curang di  LPBBTI.2 

LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa 

keuangan untuk mempertemukan pemberi  dana dengan 

penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara 

 
1 Masku n ,  Keja ha tan  S ib er  Cyb er  Cr ime ,  Jaka r t a ,  2 013 ,  Kencan a 

Pren ada  Med ia  Group ,  h lm .  2 9 .  
2 J e r emy Zefanya  Yaka  Arv an te ,  “Damp ak  Pe rmasa lah an  P in jaman 

On line  dan  Per l ind ungan  Huku m Bag i  Kon sumen P in jaman On line , ”  I ka tan  

Pen nu l i san  Maha s i swa Hukum Indon es ia  Law Jou rna l ,  Un iv er s i ta  Neg er i  

Semarang ,  Vol .  2  Nomor  1 ,  20 22 ,  h lm .  13 .  
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konvensional  maupun berdasarkan prinsip syariah secara 

langsung melalui  sistem elektronik dengan menggunakan 

internet .3 Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut 

penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang 

menyedikan,  mengelola,  dan mengoperasikan LPBBTI . 

Berbagai platform LPBBTI yang ada, salah satu plat form 

yang marak digunakan adalah f intech Lending yang 

merupakan pinjaman dana berbasis online  dengan skema 

Peer-to-Peer Lending  (P2P) yang dapat diunduh oleh 

penerima dana4.   

Melalui  plat form ini ,  pengguna yang memerlukan dana 

dalam jumlah ter tentu dapat  secara cepat  dan mud ah 

mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit  ke 

bank.  Selain i tu ,  penyelenggara ini  juga memfasil i tasi  

kegiatan pinjam meminjam  antara  penerima dana dan 

pemberi  dana  yang sumber dananya berasal  dari  perorangan 

serta disalurkan langsung kepada penerima dana yang 

membutuhkan dana secara peer-to-peer  tanpa memerlukan 

jaminan (collateral ) .  Fintech Lending  yang langsung cair  

tanpa jaminan merupakan solusi  al ternat i f  bagi  masyarakat 

 
3 Pasa l  1  angk a  1  Pe ra tu ran  Oto r i t a s  Ja sa  Keu ang an  Repub l ik  

Indon es ia  Nomo r  4 0  Tah un  2 024 .  
4 O to r i t a s  Ja sa  Keuang an ,  F in an cia l  Techn ology -P2 P Lend ing -LPBBTI 

Ber iz in  d i  OJK,  h t tp s : / / o jk .g o . id /wasp ad a -

inv es ta s i / i d /be r i t a /Pag es /F inanc ia l - Tech no logy -P2P-Lend in g -P in jaman-

On line -Be r i z in -d i -OJK.aspx  d iak ses  p ad a  21  Desemb er  20 24  Pukul  19 .22 

WIB.  

https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/Financial-Technology-P2P-Lending-Pinjaman-Online-Berizin-di-OJK.aspx
https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/Financial-Technology-P2P-Lending-Pinjaman-Online-Berizin-di-OJK.aspx
https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/Financial-Technology-P2P-Lending-Pinjaman-Online-Berizin-di-OJK.aspx
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yang membutuhkan dana tunai tanpa har us  mengajukan 

secara tatap muka. 5 

Dasar  hukum untuk LPBBTI diatur  dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang 

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi .6  

Pasal  10 ayat (1) dari  peraturan tersebut menyebutkan 

bahwa penyelenggara yang melaksanakan kegia tan usaha 

LPBBTI wajib ter lebih dahulu memperoleh izin usaha dari  

Otoritas  Jasa Keuangan (OJK). POJK tersebut  ternyata t idak 

memberikan perlindungan hukum yang memadai  bagi 

pengguna LPBBTI.   

Sanksi  tert inggi yang dapat diberikan kepada 

penyelenggara LPBBTI adalah pembekuan sebagian atau 

seluruh kegiatan usaha ,  namun kemungkinan tetap terdapat 

kelanjutan kegiatan penyelenggara LPBTI meskipun izin 

telah dicabut .  Latar belakang hadirnya lembaga pengawas 

sektor jasa keuangan,  seperti  OJK, adalah untuk 

menciptakan efisiensi  yang sesuai  dengan tuntutan dan 

kebutuhan saat  ini  dalam sektor  jasa keuangan. 7 

 
5 Nurh ay a t i ,  dkk ,”  Pen yuluh an  t en tang  p in jaman on l ine  k ep ad a 

Masyarak a t  Desa  Cih uni  Tang geran g , ”  Ju rna l  Pengab dian  kep ada  

Ma sya ra ka t ,  Un ive r s i t as  Pamulang ,  Vo l .  4 ,  Nomor  1 ,  202 4 ,  h lm.  128 .  
6 Per a tur an  Otor i t a s  Jasa  Keuan gan  Repub l ik  Indo nes ia  Nomor  40 

Tah un  2024  t en tang  Layanan  Pendanaan  Ber sama  Berbas i s  Tek no log i  

I n fo rmas i  
7 Th eres ia  An i t a  Chr is t i an i ,  Ban k Indo nes ia  da n  Oto r i ta s  Ja sa 

Keua ngan  d a lam Persp ek t i f  Hu ku m ,  Cah ay a  Atma  Pu s taka :  Yogyaka r t a ,  

2 016 ,  h lm .  8 1 .  
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Kelebihan LPBBTI sering kali  ter letak pada 

kemudahannya dalam diajukan melalui  media elektronik atau 

online  tanpa persyaratan yang terlalu rumit,  serta  p roses 

persetujuannya yang cepat.  Na mun, seringkali  hal  ini  

menggiurkan bagi  orang -orang yang membutuhkan tanpa 

mempertimbangkan r is iko perl indungan data pribadi  dan 

pembayaran yang mungkin akan membebani mereka dalam 

jangka waktu yang lebih lama. 8 

Data pr ibadi  adalah data tentang orang perseorangan 

yang ter ident i fikasi  atau dapat diidenti fikasi  secara 

tersendiri  atau dikombinasi  dengan informasi  lainnya baik 

secara langsung maupun t idak langsung melalui  sistem 

elektronik atau non elektronik .9 Contohnya nama seseorang, 

nama panggilan,  nama keluarga,  nomor telepon,  nomor HP, 

Nomor KTP, nomor SIM atau informasi  pengenal lainnya. 

data pribadi  berisi  informasi rahasia yang harus dijaga 

keamanannya dan jauh dari  jangkauan publ i k ,  kecual i 

mereka yang memiliki  izin untuk mengaksesnya.  Akses ke 

data sensit i f  harus dibatasi  melalui  keamanan data yang 

 
8 Tan t r i  Deway an i ,  Meny ik ap i  Pin jaman On l in e ,  Anug erah  a t au  

Mu s ib ah ,  h t tp s : / /www.d jkn .kemenk eu .g o . id /k an wil - jab ar /b aca -

a r t ike l /140 40 /Meny ik ap i -P in jaman- On line -Anug erah -a tau -Mu sibah .h tml  

d i ak ses  p ada  25  Desemb er  Puku l  13 .04  WIB .  
9 Pasa l  1  ang ka  31  Pera tu ran  Otor i t a s  Ja sa  Keuan gan  Nomo r  4 0  Tah un  

2 022  t en tang  Layan an  Pend anaan  Ber sama  Berbas i s  Tekn olog i  I n formas i .  

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html
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memadai dan praktik keamanan informasi yang di  desain 

untuk mencegah kebocoran dan pelanggaran data pribadi. 10 

Perl indungan data pribadi penerima dana  dalam 

konteks t ransaksi  LPBBTI menjadi  isu yang semakin pent ing 

seiring dengan pertumbuhan pesat  teknologi  informasi  dan 

layanan keuangan berbasis digital .  Data pribadi dalam era 

ekonomi digi tal  telah bert ransformasi menjadi komoditas 

yang sangat  berharga,  yang dapat dimanf aatkan oleh 

berbagai  pihak,  termasuk penyedia layanan LPBBTI  11.  

Namun,  penggunaan data ini  sering kali  t idak diimbangi 

dengan perl indungan yang memadai ,  sehingga menimbulkan 

resiko penyalahgunaan dan pelanggaran hak -hak konsumen.   

Berdasarkan konteks keamanan data pribadi,  terjadi 

pelanggaran pencurian data pribadi ,  terutama melalui 

aplikasi  LPBBTI.  Terdapat  beberapa kasus,  sepert i  penerima 

dana mengeluh bahwa data pribadi mereka didist r ibusikan 

tanpa pemberitahuan atau persetujuan sebelumnya k epada 

pihak lain.  Dist ribusi  atau pencurian data pribadi  ini  sering 

berujung pada pengiriman pesan  Short  Message Service  

(SMS) dan telepon kepada semua kontak telepon penerima 

 
10 Chani fah  In dah  Ratnasa r i ,  Da ta  P r iva t ,  P i l ah  Seb e lum Bagikan  k e 

Pub l ik ! ,  h t tp s : / / in forma t i c s .u i i . a c . id /20 21 /12 /25 /d a ta -pr iv a t -p i lah - sebe lu m-

b ag ik an-k e-pub l ik /  d i akses  p ad a  2 1  Mei  Puku l  2 0 .26  WIB.  
11 T r ia s  Pa lup i  Kurn ian ing rum,  “Urgen s i  Pe l in dung an  Da ta  Pr ib ad i  

Kon sumen d i  E ra  Eko nomi  Dig ta l ,”  Pu sat  Pene l i t i an ,  Ba dan  Keah l ian  

S ekre ta r ia t  Jend ra l  DPR RI ,  202 0  h lm .  2 02 .  

https://informatics.uii.ac.id/2021/12/25/data-privat-pilah-sebelum-bagikan-ke-publik/
https://informatics.uii.ac.id/2021/12/25/data-privat-pilah-sebelum-bagikan-ke-publik/
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dana, yang berisi  informasi pribadi  penerima dana serta 

jumlah utang yang dipinj am, serta menginformasikan bahwa 

keluarga atau kerabat  penerima dana dapat  membayar 

utangnya.12  

Seperti  pada suatu kasus yang bermula pada akhir 

tahun 2019 ketika Mahdi  Ibrahim (selanjutnya disebut 

sebagai  penerima dana)  yang merupakan seorang pekerja 

swasta di  Jakarta mengalami kebutuhan f inansial  mendesak 

dan memutuskan untuk mengajukan pinjaman melalui  

aplikasi  LPBBTI  bernama Dompet Kartu  (selanjutnya 

disebut sebagai  LPBBTI).  LPBBTI  tersebut pada faktanya 

t idak terdaft ar pada Otori tas Jasa Keuangan (OJK) atau 

merupakan LPBBTI  i legal,  namun apl ikasi  LPBBTI  ini 

mengaku kepada penerima dana bahwa aplikasi  LPBBTI  ini 

sudah terdaftar di  OJK. Untuk dapat  mengakses LPBBTI ini ,  

penerima dana  diwaj ibkan mengisi  berbagai  data pri badi 

secara lengkap,  mulai  dari  nama, alamat,  nomor tel epon, sl ip 

gaji ,  NPWP, kartu keluarga,  hingga mengunggah foto Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dan swafoto yang data -data tersebut 

merupakan syarat  mutlak dari  apl ikasi  agar  proses  pengajuan 

pinjaman dapat d i  proses.   

 
12 S i f a  Fad i l ah  d an  Tia  Lu dian a ,  “Pe r l indung an  Huk um terh ad ap  

Debi to r  P in jaman  On lin e  y ang  Men ga lami  Gag a l  Bay ar” ,  Ju rn al  S tud i  Kr i t i s  

Hu ku m dan  Ma sya raka t ,  Faku l ta s  Hukum,  Un iv er s i t a s  Pasund an ,  vo l . 1  

Nomor  1 ,  202 4 ,  h lm.  2 .  
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Setelah pengajuan peminjaman dana di  setujui , 

penerima dana  menerima pencairan dana sebesar Rp. 

1 .050.000,00 meskipun dalam perjanjian awal penerima dana 

dijanj ikan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000 ,00. Selisih dana 

tersebut  di  potong sebagai biaya adminis trasi  dan biaya 

lainnya yang t idak di  jelaskan secara transparan. Penerima 

dana di  wajibkan melunasi  pinjaman beserta bunga dan 

biaya tambahan dalam waktu 14 hari  sejak pencairan dana.  

Menjelang jatuh tempo pembayara n,  penerima dana 

mulai  dihubungi  oleh pihak penagihan dari  LPBBTI.  Pada 

awalnya,  penagihan dilakukan secara sopan,  namun semakin 

mendekat i  tenggat waktu, nada penagihan berubah menjadi 

kasar dan mengandung unsur ancaman. Pada tanggal 8 

November 2019,  Dede Supardi  (selanjutnya disebut dengan 

penagih)  yang merupakan petugas penagihan dari  LPBBTI 

mulai  mengancam penerima dana dengan menambahkan 

denda yang sangat  besar ,  sehingga total  kewajiban penerima 

dana melonjak hingga hampir  Rp.  800.000 ,00 t idak berhent i 

sampai  di  si tu ,  penagih  mulai  mengir imkan pesan -pesan 

ancaman melalui  aplikasi  WhatsApp.   

Pada tanggal  3  Desember 2019,  penerima dana 

menerima pesan yang beris i  ancaman bahwa apabila 

pinjaman t idak segera di  lunasi ,  penagih  akan menyebarkan 
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data pribadi  penerima dana  ke keluarga,  teman dan rekan 

kerja penerima dana yang datanya di  ambil  secara i legal  dari 

ponsel penerima dana  melalui  apl ikasi  tersebut.  Pihak 

penagih juga mengancam akan mempermalukan penerima 

dana di  l ingkungan sosialnya, dengan menyebarkan fi tnah 

dan informasi  yang t idak benar.  

Merasa tertekan  dan dipermalukan,  penerima dana 

mencoba menghubungi  penagih  untuk meminta penjelasan 

dan menyelesaikan masalah secara baik -baik.  Namun,  dalam 

percakapan WhatsApp  pada tanggal  5  Desember 2019, 

penagih just ru membalas  dengan makian dan ancaman yang 

semakin kasar .  Tidak hanya i tu ,  penagih  juga mengir imkan 

pesan kepada beberapa kontak di  ponsel  penerima dana, 

termasuk keluarga dan teman yang berisi  f i tnah dan anc aman 

agar penerima dana  segera melunasi  pinjaman.   

Puncak dari  t indakan intimidasi  terjadi  pada 16 

Desember 2019, ketika penagih  mengirimkan pesan 

WhatsApp berisi  ancaman pembunuhan dan mutilasi  kepada 

penerima dana.  Ancaman ini  membuat  penerima dana  merasa 

sangat  ketakutan dan ter tekan secara psikologis. 13 

 

 
13 Pu tu san  Pengadi l an  Nomor  438 /P id .Su s /2 020 /PN Jk t .U tr .  
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Hal  tersebut sangat merugikan pihak penerima dana 

pada layanan aplikasi  LPBBTI.  Dampaknya secara sosial 

penerima dana akan merasa menderita  dan teracam karena 

rasa malu yang diakibatkan oleh penyebaran informasi yang 

bersi fat  pribadi dan sensi t i f  yang kemudian diketahui 

khalayak umum khususnya l ingkungan sekitar  penerima dana 

dalam layanan apl ikasi  LPBBTI.14 Adanya kerugian yang di  

alami oleh pihak penerima dana  tersebut  seharusnya menjadi 

tanggung jawab pihak LPBBTI.   

Ideal i tanya perl indungan penerima dana terhadap data 

pribadi  menurut  POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang 

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi  Informasi 

pada Pasal  44 ayat (1)  huruf a yang menyatakan bahwa 

“penyelenggara wajib untuk menjaga kerahasiaan,  keutuhan 

dan ketersediaan data pribadi ,  data transaksi ,  dan data 

keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data 

tersebut  dimusnahkan” 15 dalam hal ini  yang berarti  

penyelenggara apl ikasi  LPBBTI harus  melindungi  data 

pribadi  penerima dana . Namun,  reali tanya data pribadi 

penerima dana  t idak dil indungi  oleh pihak LPBBTI Dompet 

 
14 Wi t ra  Vio l i t a ,  Bahaya  P in jaman  Onl in e  dan  Cara  Meng a ta s iny a ,  

h t tp s : / /www. teb in g t in gg iko ta .g o . id /b er i ta /a r t ik e l /bah ay a -p in jaman-o nl ine -

d an-cara -meng a ta s iny a  d iak ses  p ada  26  Desemb er  puk ul  22 .45  WIB.  
15 Per a tur an  Otor i ta s  Ja sa  Keu ang an  Rep ub l ik  Indo nes ia  Nomor 

1 0 /POJK.0 5/2022  Ten tang  Layanan  Pen danaan  Ber sama  Berbas i s  Tek nolog i  

I n fo rmas i  pasa l  4 4  ay a t  (1 )  hu ruf  a  

https://www.tebingtinggikota.go.id/berita/artikel/bahaya-pinjaman-online-dan-cara-mengatasinya
https://www.tebingtinggikota.go.id/berita/artikel/bahaya-pinjaman-online-dan-cara-mengatasinya


10 

 

Kartu,  yang pada faktanya penyelenggara aplikasi  LPBBTI 

Dompet Kartu ternyata t idak terdaftar pada  Otoritas Jasa 

Keuangan dan pada proses  penagihan pembayaran  LPBBTI 

t idak mel indungi  data pribadi penerima dana  dengan cara 

pada saat  penagihan pihak penagihan dari  LPBBTI  

menggunakan ancaman untuk menyebarkan data pribadi 

penerima dana  secara terang-terangan yang bertentangan 

dengan Undang-Undang Pel indungan Data Pribadi.  

Ideal i tanya tanggung jawab penyelenggara LPBBTI 

Dompet  Kartu  berdasarkan Undang-Undang Pelindungan 

Data Pribadi,  Pasal  47 yang menyatakan bahwa “Pengendali  

data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data  

pribadi  dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam 

kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi” 16,  

pengendal i  dalam hal  ini  adalah pihak LPBBTI Dompet 

Kartu.  Namun, real i tanya pihak LPBBTI Dompet Kartu t idak 

bertanggung jawab atas Tindakan yang d ilakukan karena 

pada saat  melakukan penagihan kepada pihak penerima dana 

menggunakan ancaman akan penyebaran data pribadi 

penerima dana  dan melakukan penyebaran data pribadi 

penerima dana  kepada kontak orang terdekat  penerima dana. 

Hal  ini  sangat bertentan gan dengan Undang-Undang 

 
16 Und ang -Und ang  Repu bl ik  In don esia  No mor  2 7  Tah un  20 22  Ten tang  

Pe l ind ung an  Da ta  P r ibad i ,  Pasa l  4 7  
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Pelindungan Data Pribadi  Tahun 2024 yang mana pihak 

LPBBTI Dompet  Kartu sangat t idak bertanggung jawab 

terkai t  dengan perlindungan data pribadi penerima dana 

sehingga hal  ini  menyebabkan adanya kerugian yang 

diter ima oleh penerima dana .17 

Maka berdasarkan latar  belakang yang telah di  uraikan 

di  atas ,  maka judul  yang akan di  ambil  dalam penel i t ian ini 

adalah “Perlindungan Hukum penerima dana  Terhadap Data 

Pribadi  Dalam Transaksi  LPBBTI Dompet  Kartu”.  

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar  belakang masalah di  atas ,  

maka rumusan masalah yang akan dikaji  sebagai  berikut:  

1 .  Bagaimana perl indungan hukum penerima dana terhadap 

data pribadi dalam transaksi  LPBBTI Dompet  Kartu? 

2.  Bagaimana tanggung jawab LPBBTI Dompet  Kartu  atas 

kerugian penerima dana  terhadap pelanggaran 

perlindungan data pribadi penerima dana?  

 

 
17 Ko man g,  Peng an caman Peny eb aran  Data  Pr ib ad i  d eng an  Kata -Kata  

Kasar ,  h t tp s : / /med iakon sumen.com/2 025 /01 /23 / su ra t -p embaca /p en gan caman -

p eny eb aran -d a ta -pr ib ad i -d eng an -ka ta -k a ta -kasar ,  d iak ses  p ad a  12  Mare t  202 5 

Puk ul  13 .46  WIB.  

https://mediakonsumen.com/2025/01/23/surat-pembaca/pengancaman-penyebaran-data-pribadi-dengan-kata-kata-kasar
https://mediakonsumen.com/2025/01/23/surat-pembaca/pengancaman-penyebaran-data-pribadi-dengan-kata-kata-kasar
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C.  Tujuan Penel it ian  

Berdasarkan rumusan masalah di  atas ,  maka yang 

menjadi  tujuan dari  penel i t ian adalah:  

1 .  Untuk menganalisis perl indungan hukum penerima dana 

terhadap data pribadi  dalam transaksi  LPBBTI Dompet 

Kartu 

2.  Untuk menganal is is tanggung jawab LPBBTI Dompet 

Kartu atas kerugian penerima dana terhadap pelanggaran 

perlindungan data pribadi penerima dana 

 

D.  Manfaat Penel i tian  

1.  Secara teorit is ,  manfaat  dari  penulisan peneli t ian ini  

antara lain:  

a .  Mengembangkan i lmu pengetahuan hukum secara 

umum. 

b.  Menjadi  bahan teori t is  yang dapat  digunakan dalam 

kepentingan karya i lmiah.  

c .  Menjadi dasar  acuan dan pert imbangan bagi peneli t ian 

selanjutnya yang berhubungan dengan perl indungan 

hukum penerima dana  terhadap data pribadi  dalam 

transaksi  LPBBTI.  

2 .  Secara praktis,  manfaat dari  penulisan peneli t ian ini  

antara lain:  
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a .  Menjadi  bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam 

membuat  kebi jakan yang berhubungan dengan  

pendist ribusian data pribadi .  

b .  Menjadi bahan pembelajaran bagi penerima dana 

dalam memperoleh hak nya atas  perlindungan data 

pribadi .  

 

E.  Tinjauan Pustaka 

1.  Pinjaman  

Pinjaman menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 

1998 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan  adalah adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat  dipersamakan dengan i tu , 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam -

meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk me lunasi  utangnya 

setelah jangka waktu ter tentu dengan pemberian bunga .18 

P injaman t imbul sebagai  akibat suatu pihak memberikan 

pinjaman kepada pihak lain yang didasarkan atas 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, baik i tu 

berupa uang, barang dan seb againya yang dapat 

menimbulkan tagihan bagi yang menerima pinjaman, 

 
18 Und ang -Undang  Nomo r  10  Tah un  19 98  ten tang  Perub ah an  Atas  

Und ang -Und ang  No mor  7  Tah un  1992  ten tang  Pe rb ank an  
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kegiatan t ransaksi  pinjaman tersebut  akan mendatangkan 

piutang atau tagihan bagi  pemberi  pinjaman serta 

mendatangkan kewaj iban untuk membayar bagi  penerima 

pinjaman.  

LPBBTI merupakan salah  satu bentuk f inancial 

technology ( f intech)  yang menawarkan pinjaman dengan 

syarat  serta ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel 

j ika dibandingkan dengan Lembaga Keuangan 

Konvensional sepert i  Bank .19 Pelaksanaan Fintech  ini  

dapat  di lakukan dengan s istem pinjaman peer to  peer 

lending ,  yai tu  penyelenggaran perjanj ian pinjam -

meminjam dengan cara mempertemukan pemberi 

pinjaman dengan penerima pinjaman melalui  jaringan 

internet .   

Adanya sistem ini ,  dapat  memberikan dampak posit if  

yang sangat  banyak salah satunya untuk masyarakat  yang 

bertempat t inggal di  daerah terpencil  dapat dengan 

mudah melakukan proses  pinjam meminjam uang.  Pada 

LPBBTI ini ,  pelaksanaan pemberian kredit  dapat 

dilaksanakan dengan cepat.  Selain i tu,  pemberian 

pinjaman dapat  diberikan ta npa agunan, lain halnya 

dengan bank yang secara yuridis meyatakan bahwa KTA 

 
19 Ser i  Mu ghn i  Su lu bara  d an  Amr iza l  Amr iza l ,  “Leg a l i t a s  Fin tech  

Lend ing  LPBBTI  da lam Aspek  Hu kum Konv ens ion a l ,  Ju rna l  Po l i t i k ,  S o sia l ,  

Hu ku m d an  Hu ma nio ra ,  Vo l .  2 ,  No mor  2 ,  202 4 ,  h lm.  178 .  
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(Kredit  Tanpa Agunan) t idak mungkin ter jadi,  dan 

walaupun bank memberikan kredi t  tanpa agunan khusus,  

hal  i tu bukan berat i  bahwa pemberian kredit  tersebut 

tanpa disertai  agunan sam a sekali .20  

LPBBTI merupakan suatu fasil i tas  pinjaman uang oleh 

penyedia jasa keuangan yang ter integrasi  dengan 

teknologi  informasi ,  mulai  dari  proses  pengajuan, 

persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara 

online  a tau melalui  konfirmasi  Short  Message Service  

(SMS) atau telepon. 21 Cara kerja LPBBTI ialah 

penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang 

mempertemukan pemberi  pinjam an dan penerima 

pinjaman.  Berdasarkan keberadaannya, saat  ini  sudah 

banyak LPBBTI yang terdaftar di  Otoritas  Jasa Keuangan  

(OJK).  Walaupun ada banyak juga LPBBTI yang 

beroperasi  tanpa pengawasan dan izin dari  OJK, hal  

ini lah yang dikenal sebagai  LPBBTI i l legal .22 

 
20 D jo n i  S .  Goza l i  d an  Rachmad i  Usman,  Hu ku m Perban kan ,  S in ar  

Graf ik a ,  Jak ar ta ,  2012 ,  h lm .  2 86 .  
21 A l fa ro  Mohammad  Rescob a ,  Pahami  Permasa lahan  P in jo l  ( p in jaman 

o nl in e )  d an  Pe r l in du ngan  Hu kumnya! ,   h t tp s : / /u msida .ac . id /p ah ami -

p in jaman-o nl in e -dan -p er l ind ung an -

h ukumny a/# :~ : t ex t=Pin jaman %20 o nl in e %20 merupakan %20 su a tu %20 fas i l i t a s ,

me la lu i%2 0kon f i rmasi%2 0SMS%2 0a tau %20 te lepon .  Diak ses  p ad a  2 2 

Desember  20 24  puku l  16 .45  WIB.  
22 CIMB Niag a ,  Wasp ad a  b ah aya  p in jo l  i l l eg a l ,  in i  t ip s  

meng hind ar in y a ,  

h t tp s : / /www.cimbn iaga .co . id / id / in sp i r a s i /p er encan aan /p in jo l -

i l eg a l# :~ : tex t=Pin jaman %20on l in e %20 i leg a l%2 0a tau %20p in jo l ,O to r i ta s%20 J

asa%2 0Keu ang an %2 0(OJK) .  Diak ses  pad a  22  Desember  p uku l  20 .0 9  WIB.  

https://www.google.com/search?sca_esv=704d9b9f92b567db&q=Short+Message+Service&sa=X&ved=2ahUKEwiq_prBoJ2PAxUySmwGHT_9Et8QxccNegQIHRAB&mstk=AUtExfCH-kcz0KRFs0P7ATUGjw3LABcecAjoCUgMvr7FrDpjIxbrnknkoqOIxOV3TGzGPKFyzFWGDoit62uBv2GymW24pKlbDbxdwstWqB2ZJg5oSzoxlcO2rowaqpgpx8whZ7mDHwE2ZN78DjhWTefRMrkjbWpup7TfQ91GpED64OHtny97TDq_MOM8uhgfBrh3IG_R&csui=3
https://umsida.ac.id/pahami-pinjaman-online-dan-perlindungan-hukumnya/#:~:text=Pinjaman%20online%20merupakan%20suatu%20fasilitas,melalui%20konfirmasi%20SMS%20atau%20telepon
https://umsida.ac.id/pahami-pinjaman-online-dan-perlindungan-hukumnya/#:~:text=Pinjaman%20online%20merupakan%20suatu%20fasilitas,melalui%20konfirmasi%20SMS%20atau%20telepon
https://umsida.ac.id/pahami-pinjaman-online-dan-perlindungan-hukumnya/#:~:text=Pinjaman%20online%20merupakan%20suatu%20fasilitas,melalui%20konfirmasi%20SMS%20atau%20telepon
https://umsida.ac.id/pahami-pinjaman-online-dan-perlindungan-hukumnya/#:~:text=Pinjaman%20online%20merupakan%20suatu%20fasilitas,melalui%20konfirmasi%20SMS%20atau%20telepon
https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pinjol-ilegal#:~:text=Pinjaman%20online%20ilegal%20atau%20pinjol,Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)
https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pinjol-ilegal#:~:text=Pinjaman%20online%20ilegal%20atau%20pinjol,Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)
https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pinjol-ilegal#:~:text=Pinjaman%20online%20ilegal%20atau%20pinjol,Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)
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LPBBTI  dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi 

semakin popular,  terutama di  kalangan masyarakat  yang 

membutuhkan akses  cepat  terhadap dana. Proses 

pengajuan pinjaman ini  biasanya dilakukan secara daring, 

di  mana peminjam dapat mengisi  formulir  apl ikasi , 

mengunggah dokumen yang diperlukan,  dan menunggu 

persetujuan dari  penyedia layanan.  Salah satu keunggulan 

utama dari  LPBBTI adalah kecepatan dan kemudahan 

aksesnya.   

Meskipun LPBBTI menawarkan banyak kemudahan, 

ada juga sejumlah resiko y ang perlu diperhatikan,  seperti  

suku bunga yang cenderung t inggi  dibandingkan dengan 

pinjaman konvensional.  Hal  ini  dapat  menyebabkan 

beban hutang yang lebih besar  bagi  peminjam, terutama 

j ika mereka t idak mampu membayar kembali  pinjaman 

dengan tepat  waktu .  

Salah satu aspek hukum yang penting dalam LPBBTI  

adalah perl indungan data pribadi .  Pada proses  pengajuan 

pinjaman,  penyedia layanan biasanya meminta informasi 

pribadi  yang sensit i f  dari  peminjam, seperti  nomor 

identi tas ,  informasi keuangan,  dan data prib adi  lainnya. 
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Penting bagi  penyedia layanan untuk mematuhi Undang -

Undang perlindungan data pribadi  yang berlaku.  

 

2.  Perlindungan Hukum Data Pribadi  

Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang 

diwujudkan dalam bentuk kata -kata,  kalimat,  s imbol , 

angka,  dan elemen lainnya,  yang diperoleh melalui  proses 

pencarian dan pengamatan yang akurat ,  berdasarkan 

sumber-sumber tertentu.  Data juga dapat diart ikan 

sebagai  rangkaian informasi  dasar  yan berasal  dari  onjek 

atau perist iwa. 23 

Berdasarkan Peraturan Pemerin tah Nomor 71 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Sis tem dan Transaksi  

Elektronik menyatakan bahwa Data pribadi  merupakan 

setiap data tentang seseorang baik yang ter ident if ikasi  

dan/atau dapat  diidenti f ikasi  secara tersendir i  atau 

dikombinasi  dengan informas i lainnya baik secara 

langsung maupun t idak langsung melalui  s is tem 

Elektronik dan/atau nonelektronik. 24 Perl indungan data 

pribadi  adalah keseluruhan upaya untuk melindungi  data 

 
23 Bamban g  Niko  Pas la ,  Peng er t i an  Da ta ,  Man faa t  d an  Fung s i ,  Jen i s ,  

d an  Con to hny a ,  h t tp s : / /p as la . jambipro v .g o . id /p eng er t ian -d a ta -manfaa t -d an-

fung s i - jen i s -d an-con to hn ya /  d iak ses  pad a  22  Desember  202 4  puk ul  23 .30  

WIB.  
24 Per a tur an  Pemer in tah  Nomor  71  Tah un  2 019  t en tang  

“Pen ye lengg araan  S i s t em  d an  Tran sak s i  E lek t ro n ik ” ,  Pasa l  1  angk a  2 9  

https://pasla.jambiprov.go.id/pengertian-data-manfaat-dan-fungsi-jenis-dan-contohnya/
https://pasla.jambiprov.go.id/pengertian-data-manfaat-dan-fungsi-jenis-dan-contohnya/


18 

 

pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna 

menjamin hak konsti tusion al  subjek data pribadi .   

Perl indungan data pribadi  merupakan salah satu hak 

asasi  manusia yang merupakan bagian dari  perl indungan 

diri  pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk 

memberikan keamanan atas  data pribadi berdasarkan 

Undang-Undang Dasar  Negara Republ ik Indonesia Tahun 

1945. Perlindungan data pribadi ditunjukan untuk 

menjamin hak warga negara atas perl indungan dir i 

pr ibadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta 

menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya 

perlindungan data pribad i.25 

Perl indungan hukum adalah memberikan pengayoman 

kepada hak asasi  manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 

mereka dapat menikmati  semua hak -hak yang diberikan 

oleh hukum atau dengan kata lain perl indu ngan hukum 

adalah berbagai  upaya hukum yang harus  diberikan oleh 

aparat  penegak hukum untuk memberikan rasa aman,  baik 

 
25 Up ik  Mut i ar a ,  Romi  Maulan a ,  “Per l indun gan  Da ta  Pr ibad i  Sebag a i  

Bag ian  d ar i  Hak  Asas i  Manu s ia  Atas  Per l ind un gan  Dir i  P r ibad i ,” Indo nes ian  

Jou rn al  o f  La w an d  Po l i cy  S tud ie s ,  20 20 ,  h lm .  5 3 .  



19 

 

secara pikiran maupun fisik dari  gangguan dan berbagai 

ancaman dari  pihak manapun. 26 

Perl indungan hukum preventi f merupakan upaya 

pencegahan melalui  aturan dan t indakan sebelum 

terjadinya pelanggaran.  Perlindungan hukum preventi f 

sendiri  bertujuan untuk menghindari  adanya 

permasalahan.  Dengan adanya sarana perlindungan ini 

menyediakan kesempatan kepada rakyat untuk dapat 

menyampaikan pedapatnya atau keberatan sebelum 

adanya keputusan secara defini t i f .  

 Kelemahan perlindungan data pribadi sekarang di  

monitori  oleh t idak cukup dan memadainya undang -

undang yang ada untuk menjamin hal  tersebut di  tengah 

pesatnya era digital isasi  i tu sendir i .  Penegakan hak atas 

privasi  dalam konteks perlindungan data pribadi  sering 

dianggap menghadapi gangguan yang berpotensi  

melanggar hak i tu  sendiri .  Mulai  dari  pengambilan dan 

pengumpulan data melalui  program pemantauan massal  

(mass surveil lance programme)  yang di ikut i  retensi  

terhadap data yang bersangkutan, hingga ancaman  

 
26 Sa j ip to  Rah ar jo ,  Penega kan  Hu ku m:  S ua tu  T in jaua n  So s io log i s ,  

Gentang  Pub l i sh ing :  Yog yak ar t a ,  2009 ,  h lm.  74 .  
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kemungkinan data tersebut diambil  dapat menimbulkan 

gangguan terhadap hak atas  privasi  seseorang. 27  

Pasal  12 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi 

menjelaskan bahwa subjek data pribadi  berhak menggugat 

dan menerima ganti  rugi  atas pelanggaran pemrosesan  

data pribadi  tentang dir inya sesuai  dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.28 Sehingga dalam hal  ini  

apabi la penerima dana  dari  LPBBTI merasa dirugikan 

atas penyebaran data pribadi  yang dilakukan oleh 

penyelenggara aplikasi  LPBBTI dapat  mengajukan 

tuntutan kepada penyelenggara apl ikasi  LPBBTI atas 

kerugian yang diakibatkan oleh penyebaran data pribadi 

penerima dana  secara luas tanpa pers tujuan dari  penerima 

dana.  

3.  Hak Penerima Dana 

Penerima dana dalam konteks LPBBTI memiliki  

sejumlah hak yang penting untuk mel indungi  kepentingan 

mereka,  salah satu hak utama yang dimiliki  penerima 

dana adalah hak atas informasi yang jelas  dan t ransparan. 

Penerima dana berhak untuk mendapatkan penjelasan 

yang lengkap mengenai  syarat  dan ketentuan pinjaman, 

 
27 Wah yud i  Djaf ar ,  dk k ,  “Pe r l in dung an  Data  Pr ib ad i  D i  In don esia” ,  

Ju rna l  Lemba ga S tu d i  da n  Advo ka s i  Ma sya rakat ,  201 6 ,  h lm.  6 .  
28 Un dang-Und an g  Nomo r  2 7  Tah un  2022  t en tang  Pe l indu ngan  Da ta  

P r ib ad i  Pasa l  12  ay a t  ( 1 )   
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termasuk suku bunga,  biaya tambahan, dan konsekuensi 

yang mungkin t imbul j ika mereka ter lambat  dalam 

melakukan pembayaran.  Selain i tu,  penerima dana juga 

memil iki  hak atas perl indungan data pribadi . 29  

Pada proses pengajuan pinjaman, penerima dana 

biasanya diminta untuk memberikan informasi  pribadi 

yang sensit i f ,  oleh karena i tu penyedia layanan LPBBTI 

waj ib mematuhi undang -undang perl indungan data 

pribadi  yang berlaku,  sehingga data yang diberikan oleh 

penerima dana t idak disalahgunakan atau dibag ikan tanpa 

izin.  Perlindungan ini  memberikan rasa aman bagi 

penerima dana dalam menggunaan layanan LPBBTI.  

Apabi la penerima dana merasa dirugikan oleh penyedia 

layanan,  mereka berhak untuk mengajukan keluhan 

kepada OJK atau lembaga perl indungan konsumen 

lainnya.30 Hal  ini  memberikan saluran bagi  penerima dana 

untuk mendapatkan keadi lan dan menyelesaikan sengketa 

yang mungkin t imbul  dari  hubungan pinjaman.   

Seringkali  pihak penyedia LPBBTI dalam melakukan 

penagihan dengan cara mengancam penerima dana  dan 

 
29 Yul i a  An i sa  d an  Adl in  Budh iawan ,”  Pe r l in dung an  huk um bagi  

d eb i to r  yan g  b er i t ik ad  b a ik  d a lam pe r jan j ian  over  kred i t ” ,  Ju rn al  Huku m Lex  

Genera l i s ,  Vo l .  5  Nomor  4 ,  20 24 ,  h lm .  11 .  
30 Per a tur an  Oto r i t a s  Jasa  Keuangan  Rep ub l ik  Ind on esia  No mor  2 2 

Tah un  2 023  t en tang  Pel indun gan  Kon sumen dan  Masya raka t  d i  Sek to r  Ja sa  

Keuan gan ,  Pasa l  96  ay a t  ( 1 )  
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menyebarkan data pribadi penerima pinjaman secara luas,  

hal  ini  telah termasuk kedalam unsur perbuatan melawan 

hukum, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

pihak LPBBTI ini  dapat dikategorikan sebagai  perbuatan 

melawan hukum gangguan ketenangan hidup. H al ini  

disebut  juga sebagai  hinder ,  hinder  dapat  diart ikan 

sebagai gangguan terhadap hak milik seseorang atas  hak 

milik yang dimiliki  orang lain,  dimana setiap orang 

berkewajiban untuk t idak berbuat sesuatu yang 

merugikan orang lain. 31  

Pada hal  ini  penerima dana memiliki  hak untuk hidup 

dengan tenang tanpa ada gangguan. Penagihan yang 

dilakukan oleh LPBBTI kepada penerima dana termasuk 

ke dalam gangguan yang mengenai pemakaian hak milik 

sendiri  dan gangguan i tu harus mengenai  pemakaian yang 

sesungguhnya dari  hak mil ik  orang lain.  Pada 

permasalahan ini ,  pihak LPBBTI menggunakan haknya 

berupa hak untuk mendapatkan pelunasan, dimana 

kemudian di lakukan dengan melakukan penagihan kepada 

kontak penerima dana dengan tujuan agar penerima dana 

merasa malu,  dan akhirnya melakukan pembayaran atas 

 
31 Kalman Ju n ior ,  Hind er l i j k  d a lam Huku m:  Gan ggu an  dan  

Imp l ikas in ya  bag i  Masy arak at ,  H ind er l i j k  da lam Huku m:  Gan gguan  dan  

Imp l ikas in ya  b ag i  Masy arak at  –  Ap l ikas i  In fo rmasi  Lok er  Lo wo ngan  Ker j a  

Terba ru  Car i  Peker j a  Jaka r t a  Ban ten  Bal i  Bekas i  Surabaya  semarang  d iak ses  

p ad a  2 4  Desember  Puk ul  1 1 .2 9  WIB.  

https://pekerja.com/info/hinderlijk-dalam-hukum-gangguan-dan-implikasinya-bagi-masyarakat/
https://pekerja.com/info/hinderlijk-dalam-hukum-gangguan-dan-implikasinya-bagi-masyarakat/
https://pekerja.com/info/hinderlijk-dalam-hukum-gangguan-dan-implikasinya-bagi-masyarakat/
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hutangnya.  Tetapi t indakan dari  pihak LPBBTI ini 

kemudian menjadi masuk kedalam kategori  perbuatan 

melawan hukum gangguan ketenangan hidup dikarenakan 

dalam menggunakan haknya, yaitu  hak untuk memperoleh 

pelunasan pihak LPBBTI kemudian melanggar hak milik 

pihak lain,  yaitu hak dari  kontak penerima dana. Akibat 

gangguan yang disebabkan oleh pihak LPBBTI kepada 

kontak penerima dana,  pihak LPBBTI  berkewajiban 

untuk bertanggung jawab dalam bentuk pertanggung 

jawaban dari  pihak LPBBTI terhadap penerima dana 

adalah dengan mengganti  kerugian yang telah ia 

sebabkan.32 

F.  Orisinali tas  Peneli tian  

Penulis melakukan penelusuran terhadap peneli t ian -

penel i t ian sebelumnya yang terdapat  persamaan dan 

perbedaan sebagai berikut:  

No Penulis   Judul/Tahun Persamaan Perbedaan 

1. Husni  

Kurniawat ,  

Yunanto 

Yunanto   

Per l indungan 

Hukum 

terhadap 

Penyalahgunaan 

Data  Pr ibadi  

Persamaannya  

adalah kedua  

penel i t ian  sama -

sama membahas 

tentang 

penel i t ian  Husni  

lebih  fokus  pada  

per l indungan 

hukum terhadap 

penyalahgunaan 

 
32 Pu t r i  Pu rb asar i  Raha rn ing ty as  Mard i t ia  dan  Miche l le  Wid ja j a ,  

“Mode l  Pe r tan ggun gjawaban  Kred i to r  LPBBTI  Kepad a  Pemi l ik  Kon tak 

Se lu ler  (Non Deb i to r )  A tas  Ak ses  I leg a l  Pada  Kon tak  Deb i to r ” ,  Ju rn al  

Ma ja lah  Hu ku m Na s io na l ,  vo l .  52  Nomor  2 ,  202 2 ,  h lm.  260 .  
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Debitor  /  

2022. 33 

per l indungan 

hukum terhadap 

data  pr ibadi  

pener ima dana  

dalam konteks 

LPBBTI .  

data  pr ibadi  

pener ima dana  

dalam LPBBTI 
secara  umum,  

ser ta  

memberikan  

gambaran  umum 

tentang kerangka  

hukum dan isu -

isu terkai t ,  

te tapi  t idak 

secara  mendalam 

menganal is i s  

per l indungan 

data  di  satu 

plat form 

ter tentu.  

Sedangkan 

penel i t i  

membahas lebih  

spesif ik,  yai tu  

per l indungan 

hukum penerima 

dana  terhadap 

data  pr ibadi  

dalam t ransaks i  

LPBBTI pada 

plat form Dompet  

Kartu  dan  

berfokus  pada  

satu  s tudi  kasus 

plat form 

LPBBTI  

ter tentu .  

2. Sept ia  Tri  

Ananda 

Per l indungan 

data  pr ibadi  

bagi  debi tor  

dalam apl ikasi  

pinjaman 

online  

Adakami  /  

2024 34 

Persamaannya  

adalah keduanya  

menyorot i  i su  

per l indungan 

data  pr ibadi  

pener ima dana  

dalam konteks 

LPBBTI  dan 

penel i t ian  Sept ia  

lebih  berfokus  

pada  kenyataan 

bahwa 

kemudahan 

pinjaman 

online  t idak  

seimbang dengan 

 
33 Hu sn i  Ku rn iawa t i ,  Yunanto  Yu nan to ,  “Per l ind ung an  Hukum 

te rhadap  Peny alahg unaan  Data  Pr ib ad i  Deb i to r  d a lam Ak t iv i t a s  p in jaman 

o nl in e , ” ,  Ju rna l  I u s  Con s t i tuendu m ,  Vol .  7  Nomor  1 ,  202 2  

 
34 Sep t ia  Tr i  An and a ,  “Pe r l indun ga n  Da ta  Pr ib ad i  Bag i  Deb i to r  Dalam 

Ap l ikas i  p in j aman on l in e  AdaKami” ,  Skr ip s i ,  Faku l ta s  Huk um,  Ju ru san 

Huk um,  Un ive r s i t a s  I s lam Indo nes ia ,  2024  
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menekankan 

bahwa 

perusahaan 

penyedia 

LPBBTI  ser ing  

kal i  t idak 

mel indungi  data  

pr ibadi  pener ima 

dana  dengan 

baik ,  yang dapat  

mengakibatkan 

kebocoran  data  

kepada  pihak  

ket iga  tanpa  

izin.   

kewaj iban yang 

dialami  debi tor  

j ika ter jad i  

wanprestasi ,  

ser ta  kr i t ik  

terhadap prakt ik  

penagihan yang 

melanggar  

hukum pidana 

dan  UU ITE.  

Sedangkan 

penel i t ian  

penul is  l ebih 

berfokus  pada  

implikasi  hukum 

terhadap 

per l indungan 

data  pr ibadi  

pener ima dana  

dalam t ransaks i  

LPBBTI ,  

termasuk 

evaluasi  

terhadap 

regulasi  yang 

ada dan 

bagaimana  

hukum dapat  

di terapkan untuk 

mel indungi  

pener ima dana .  

3. Muhammad 

Olif iansya

h 

Per l indungan 

hukum 

pencurian data  

pr ibadi  dan  

bahaya  

penggunaan 

apl ikasi  

pinjaman 

online  /  2021 . 35 

Persamaannya  

adalah kedua  

penel i t ian  ini  

sama-sama 

mengident i f ikasi  

r is iko  

penyalahgunaan 

data  pr ibadi  oleh 

penyelenggara  

LPBBTI ,  ser ta  

pent ingnya  

per l indungan 

hukum terhadap 

konsumen.  

penel i t ian  

Muhammad 

Olif iansyah 

menyorot i  

kewaj iban 

penyelenggara  

untuk 

mendapatkan  

persetujuan dar i  

pemil ik  data  

sebelum 

menggunakan 

data  pr ibadi ,  

ser ta  membahas  

pelanggaran  

 
35 Mu hammad Ol i f ian syah ,  “Per l indu ngan  Huk um Pen cur i an  Data  

P r ib ad i  dan  Bahaya  Pen ggun aan  Ap l ikas i  p in j aman o nl in e , ”  Ju rn al  Hu ku m 

De’ rech t s s taa t  Vo l .  7  No mor  2 ,  20 21  
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hukum terkai t  

dengan 

pencurian data  

sedangkan 

penel i t ian  

penul is  l ebih 

mendalami 

berbagai  aspek 

hukum,  termasuk 

sanksi  bagi  

pelanggar ,  

peraturan  OJK,  

dan  hak-hak 

pener ima dana  

dalam konteks 

per l indungan 

data  pr ibadi .  

4.   Utari  

Afnesia ,  

Rahmi  

Ayunda 

Per l indungan 

Data  Dir i  

Peminjam 

dalam 

Transaksi  

pinjaman 

online :  Kaj ian 

Perspekt i f  

Per l indungan 

Konsumen di  

Indonesia  /  

2021. 36 

Persamaannya  

adalah kedua  

penel i t ian  ini  

menyorotkan  

bahwa data  

pr ibadi  

peminjaman 

onl ine  rentan 

di salahgunakan 

dan  memerlukan 

per l indungan.  

Penel i t ian  Utar i  

dan  Rahmi 

membahas 

per l indungan 

data  dir i  

peminjam secara  

lebih  luas  dar i  

perspekt i f  

per l indungan 

konsumen secara  

umum.  

Sedangkan,  

penel i t ian  

penul is  

membahas lebih  

spesif ik pada 

per l indungan 

hukum debi tor  

terhadap data  

pr ibadi  dan  

mengindikasikan  

fokus pada hak -

hak debi tor  dan 

upaya 

mel indungi  

debi tor  dar i  

penyalahgunaan 

data .  

 
36 U tar i  Afn es ia ,  Rah mi  Ay und a ,  “Per l indu ngan  Da ta  Di r i  Pemin jam 

d a lam Tran sak s i  p in j aman  on l ine :  Ka j ian  Per spek t i f  Per l indu ng an  Konsu men 

d i  Indo nes ia ,”  Ju rna l  Ko mu ni ta s  Yu s t i t ia  Univers i ta s  Pend id ikan  Ga n esh a ,  

Vo l .  4  No mor  2 ,  20 21  
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5 .   Muhammad 

Satr ia ,  

Susi lo 

Handoyono 

Per l indungan 

Hukum 

terhadap Data  

Pr ibadi  

Pengguna  

Layanan 

pinjaman 

online  dalam 

Aplikasi  

Kredi tpedia  /  

2022. 37 

Persamaannya  

adalah kedua  

penel i t ian  ini  

mengangkat  

fenomena 

pinjaman online  

(Fintech  

Lending)  dan 

implikasinya 

terhadap data  

pr ibadi  

pengguna ,  dan  

kedua penel i t ian 

in i  menyebutkan 

bahwa 

kemudahan yang 

di tawarkan oleh 

f intech  juga  

membawa r i s iko 

terkai t  pr ivasi  

dan  keamanan 

data .   

Penel i t ian  Satr ia  

dan  Susi lo  

membahas 

per l indungan 

hukum dalam 

apl ikasi  

Kredi tpedia  

secara  umum 

dan menyorot i  

per l indungan 

hukum terhadap 

kebocoran  data  

pr ibadi  dengan 

menekankan 

regulasi  yang 

mengatur  

penyelenggara  

pinjaman 

online  dalam 

mengelola  data  

pengguna  secara  

aman.  

Sedangkan,  

penel i t ian  

penul is  berfokus 

pada  

per l indungan 

hukum bagi  

debi tor  dalam 

transaksi  

pinjaman 

online  di  

Dompet  Kartu  

termasuk 

bagaimana  

Dompet  Kartu  

menangani  data  

pr ibadi  debi tor  

ser ta  

per l indungan 

dar i  

penyalahgunaan 

oleh  puhak 

ket iga .    

 

 
37 Mu hammad Sa t r ia  d an  Su s i lo  Hando yono ,  “Per l ind ung an  Hu kum 

te rhadap  Da ta  Pr ib ad i  Pengg una  Lay anan  P in jaman On line  da l am Ap l ik as i  

Kred i tped ia , ”  Ju rn al  d e  fa c to ,  Vo l .  8  No mor  2 ,  2022  
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Peneli t ian yang peneli t i  lakukan dengan mengamb il 

permasalahan yang akan di  tel i t i  berbeda dengan penel i t ian yang 

sudah ada sebelumnya.  Berdasarkan hasi l  penelusuran penulis 

terhadap penel i t ian -penel i t ian sebelumnya terdapat  persamaan dan 

perbedaan yang menunjukkan bahwa penel i t ian penulis  adalah 

oris inal .   

G.  Metode Penel i tian  

1.  Jenis Penel i tian 

Jenis  peneli t ian yang digunakan dalam 

penel i t ian ini  adalah yuridis  normati f .  Penel i t ian 

yuridis normati f  adalah peneli t ian hukum kepustakaan 

yang dilakukan dengan cara meneli t i  bahan -bahan 

kepustakaan atau  data sekunder belaka .38 Menurut 

Peter  Mahmud Marzuki,  peneli t ian hukum normati f 

adalah suatu proses  untuk menemukan suatu aturan 

hukum, prinsip -prinsip hukum, maupun doktrin -

doktrin  hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi .39 Metode ini  berfokus pada kajian terhadap 

peraturan perundang-undangan, doktrin  hukum, dan 

prinsip-prinsip hukum yang ada, serta  bagaimana 

norma-norma tersebut di terapkan dalam praktik.  

 
38 So er jon o  So ekanto  d an  Sr i  Mahmud j i ,  Pen e l i t ia n  Hukum No rma t i f ,  

S ua tu  T in jau an  S ingkat ,  Raja  Graf in do  Per sada:  Jak ar ta ,  2 003 ,  h lm .  1 3 .  
39 Pe te r  Mahmud  Marzuk i .  Pen el i t ian  Hu ku m ,  Jaka r t a :  Kencan a  

Pren ada  Gro up ,  200 7 ,  h lm .  35 .  
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Peneli t ian hukum normatif  adalah suatu proses untuk 

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktr in -doktrin hukum guna menjawab 

isu hukum yang dihadapi . 40 Dalam peneli t ian ini 

penel i t i  berusaha untuk menggal i  dan menganalisis 

ketentuan hukum yang relevan denan isu yang sedang 

diteli t i ,  serta  menilai  konsistensi  dan r elevansi  norma-

norma tersebut  dalam konteks sosial  dan hukum.  

2.  Pendekatan Penel i tian  

Pendekatan yang di  gunakan di  dalam peneli t ian 

ini  menggunakan 2 pendekatan, yai tu:  

a.  Pendekatan Perundang-Undangan (statue 

approach ) 

Pendekatan ini  merupakan penel i t ian yan g 

menggunakan bahan hukum yang berupa 

peraturan perundang-undangan sebagai  bahan 

acuan dasar  dalam melakukan peneli t ian.  

Pendekatan perundang-undangan ini  misalnya 

dilakukan dengan mempelajari  konsistensi  atau 

kesesuaian antara undang -undang dasar dengan 

undang-undang,  atau antara undang -undang yang 

 
40 So er jon o  So ekanto  d an  Sr i  Mamu j i ,  Pene l i t i an  Hu ku m No rmat i f :  

S ua tu  T in jau an  S ingkat ,  Raja  Graf in do  Per sada:  Jak ar ta ,  2 013 ,  h lm .  1 3 .  
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satu dengan undang-undang yang lain serta tema 

sentral .41 

b.      Pendekatan Kasus (Case Approach ) 

Merupakan metode penel i t ian hukum yang 

berfokus pada anal is is  dan s tudi  mendalam 

terhadap kasus -kasus hukum tertentu.  

Pendekatan ini  bertujuan untuk memahami 

bagaimana hukum di terapkan dalam praktik 

melalui  pengamatan terhadap keputusan 

pengadilan dan proses  hukum yang terjadi  dalam 

kasus-kasus spesifik. 42 

3.  Objek Penel i tian 

Objek peneli t ian dalam peneli t ian ini  adalah 

seluruh regulasi  atau peraturan hukum yang berkai tan 

dengan permasalahan perlindungan data pribadi,  

diantaranya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Pel indungan Data Pribadi ,  Undang -Undang 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  Peraturan 

 
41 John ny  Ibr ah im ,  Teo ri  & Metodo lo g i  Pen e l i t i an  Huku m No rma t i f ,  

Bany umedia ,  Ma lang ,  20 06 ,  h lm.  29 5 .  
42 1 23do k ,  Pend eeka tan  Kasu s  Ca se  App ro ach  Pend ek a tan  Undang -

Und ang  Sta te  App ro ach  Pend ek a tan  Ko n sep tu a l ,  Pend ek atan  Kasu s  Case  

App roach  Pend eka tan  Und ang -Un dang  S ta tu te  Appro ach  Pend ek a tan  

Kon sep tu a l  d iak ses  p ada  24  Desember  pu ku l  16 .15  WIB.  

https://text-id.123dok.com/document/ozll711lz-pendekatan-kasus-case-approach-pendekatan-undang-undang-statute-approach-pendekatan-konseptual.html
https://text-id.123dok.com/document/ozll711lz-pendekatan-kasus-case-approach-pendekatan-undang-undang-statute-approach-pendekatan-konseptual.html
https://text-id.123dok.com/document/ozll711lz-pendekatan-kasus-case-approach-pendekatan-undang-undang-statute-approach-pendekatan-konseptual.html
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Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang 

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis  Teknologi 

Informasi .  

 

 

4.  Sumber Data Peneli t ian  

Sumber data peneli t ian dalam  penel i t ian ini  

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari  

penel i t ian yang sudah ada sebelumnya  sepert i  

peraturan perundang-undangan, jurnal,  ar t ikel ,  buku -

buku, dan l i terature lainnya. 43 Data sekunder terdiri  

dari  bahan hukum primer,  bahan hukum sekund er dan 

bahan hukum ters ier. 44 

a .  Bahan Hukum Primer  terdiri  dari :  

1)  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan. 

2)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perl indungan Konsumen . 

3)  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Pelindungan Data Pribadi .  

 
43 Sandu  S iy o to  d an  M.  Al i  Sod ik ,  Da sa r Me todo log i  Pene l i t ia n ,  

L i t e ra s i  Med ia  Pub l i sh in g :  Yogy ak ar ta ,  2 015 ,  h lm .  6 8 .  
44 So er jo no  So ek an to ,  Pengan ta r  Pen el i t ian  Huku m ,  U. I  Pr e ss ,  

Jaka r t a ,  19 81 ,  h lm .  20 1 .  
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4)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan Transaksi  

Elektronik .  

5)  Putusan Pengadi lan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN 

Jkt .Utr .  

b .  Bahan Hukum Sekunder   

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua 

publikasi  tentang hukum yang bukan merupakan 

dokumen-dokumen resmi.  Publikasi  tentang hukum 

meliputi  buku-buku teks,  kamus-kamus hukum, 

jurnal -jurnal  hukum, dan komentar -komentar  atas 

putusan pengadi lan. 45 

c .  Bahan Hukum Tersier:  

Bahan hukum ters ier  adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

berupa kamus umum, kamus bahasa,  surat  kabar, 

ar t ikel ,  internet. 46 

5.  Teknik Pengumpulan Data  Peneli t ian 

 
45 Pe te r  Mahmud  Marzuki ,  Pen el i t ian  Hukum ,  Kencan a ,  Jaka r t a ,  2 009 ,  

h lm .  1 41 .  
46 Jo hny  Ibr ah im,  Teo r i  d an  Me to do log i  Pen e l i t i an  Hu ku m No rma t i f ,  

Bayu med ia ,  Surab aya ,  2 008 ,  h lm .  2 95 .  
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Teknik pengumpulan data penel i t ian d alam 

penel i t ian ini  menggunakan:  

a .  Studi  Pustaka 

Studi  pustaka merupakan informasi yang 

berasal  dari  teori - teori  yang mendukung 

hasi l /pendapat penel i t i  dan membantu peneli t i  

dalam pembuatan kerangka berpikir ,  dengan 

melakukan s tudi  pustaka dapat diketahui  bentuk 

kebaharuan informasi  terkait  dengan peneli t ian 

yang dilakukan apakah sudah atau belum pernah 

dilakukan.  47 

b .  Studi  Dokumen 

Studi  dokumen merupakan kajian yang 

meni tik  beratkan pada anal is is  atau interpretasi 

bahan tertulis  berdasarkan konteksnya.  Bahan 

bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku 

teks ,  surat  kabar,  majalah, surat -surat ,  fi lm, 

catatan harian, naskah,  art ikel ,  dan sejenisnya. 48 

6.  Metode Analisis Data  Penel i tian 

Metode analisis data yang di  gunakan dalam 

penel i t ian ini  menggunakan metode analisis data 

 
47 Ann i ta  Sar i ,  dkk ,  Da sar -Da sa r  Me tod olog i  Pen e l i t ian ,  CV.  Ang kasa 

Pe lang i ,  Jayapura ,  202 3 ,  h lm .  6 6 .   
48 Zu chr i  Ab du ssamad,  Metode  Pen el i t ian  Kua l i ta t i f ,  Syak i r  Media  

P re ss ,  Mak assa r ,  202 1 ,  h lm .  9 3 .  
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kuali tat i f  yakni dengan menganal is is  data dengan cara 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk 

kalimat  yang teratur ,  runtun, logis,  t idak tumpang 

t indih,  dan efekti f ,  sehingga memudahkan interpretasi  

data dan pemahaman hasil  analisis. 49 

 

H.  Kerangka Skripsi  

BAB I Berisikan pendahuluan, yang meliputi  latar 

belakang masalah, rumusan masalah, t injauan 

Pustaka, metode penel i t ian dan sis tematika 

penel i t ian.  

BAB II Berisikan teori -teori  yang relevan dengan judul 

penel i t ian dan melakukan hipotesis awal .  

BAB III  Berisikan Metode Penel i t ian yang mencakup 

design peneli t ian,  operasional isasi  variable,  

sumber dan cara pengumpulan data,  Teknik 

penentuan data,  dan uji  Validi tas  dan Reabil i tas.  

BAB IV Bab ini  merupakan penutup dari  peneli t ian 

penulis yang beris ikan hasil  peneli t ian beserta 

kesimpulan maupun saran dari  pembahasan t iap -

t iap bab sebelumnya.  

 

 
49 I sh aq ,  Metod e  Pen el i t i an  Hukum:  Penu l i san  S kr ip s i ,  Tes i s ,  se r ta  

Di ser ta s i ,  A l fab e ta ,  Ban dung ,  2 017 ,  h lm .  6 9 .  


